BAB Il
PROSES PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Penerapan Keadilan Restoratif
Pertimbangan lain berlakunya konsep diversi dalam sistem
peradilan pidana anak didasarkan pada alasan untuk memberikan
keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana
serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki
dirinya.

Terdapat 3 jenis pelaksanaan diversi, yaitu :*°

1. Berorientasi kontrol S(ISiB(E ALMvtation), dalam hal ini

aparat penegak hgjm men eraklkan _FnalL éﬂaku pada
CNOO!l O W

pertanggungajwaban dan pengawasan masyarakat;

2. Berorientasi pada social service, yaitu pelayaa sosial oleh
masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan
menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya,

3. Berorientsi pada restorative justice, yaitu memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
kepada korban dan masyarakat. Semua pihak yang terlibat
dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa

tindakan yang terbaik untuk anak pelaku ini.

“9 Prints, Darwin, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Adiya Bhakti. 2007, him. 29
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan
anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib
mengupayakan tindakan diversi.*®

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat
diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara
dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak
pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur
anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan

lingkungan keluarga dan IvBrIk_atﬁaMJ No. 11 Tahun 2012

tentang.Sistem.Peradilan Pidana Anak).

Peraturan_lain yag era@r ertar@ fi:/erlsi- @gy\(erdapat
dalam Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(dua belas) tahun.

Indonesia memiliki pengaturan mengenai restorative justice
yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

*® pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
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Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keadilan restoratif
(restorative justice) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan.

Pengertian diatas meyatakan bahwa restorative justice memiliki
hubungan yang erat dengan diversi yang mana mempunyai tujuan
yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan anak dari peradilan
formal ke dalam peradilan nonformal dengan cara melibatkan pelaku,

korban, keluarga, masyirﬁ Emﬂ)iMmasyarakatan anak,

polisimjaksasatau.hakim melalui suatu bentuk penyelesaian yang
menekankan_pemulihan %ngahpgglaogf seL‘ru@ MM bukan
pembalasan.”® Susan Sharpe berpendapat ada 5 (lima) prinsip dalam
restorative justice, yakni :
1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara
aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara
komprehensif.
Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat
yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya

oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan itu;

*! Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali
Pers. 2011, him. 152
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2. Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan dan
menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk upaya
penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang
menimpanya,

3. Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh
bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku
harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui semua
kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut
mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. Restorative justice beI Bnl‘n-erﬂkMﬂbah pelaku sebagai

walkgas.smasyarakat dengan masyarakatnya yang selama
terpisah__akibat tlnﬁcphag Q—lL QII dllLkl@aWdengan
mengadakan rekonsilisasi antara korban dan pelaku serta
mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat
secara normal.
Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan
yang lebih cerabh;

5. Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk
mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.
Kejahatan  mendatangkan  kerusakan  dalam  kehidupan

masyarakat, tetapi kejahatan juga dapat ~memberikan
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pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang
sebenarnya bagi semua masyarakat.*
B. Penerapan Asas Ultimum Remedium
1. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak dan atau Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak
Sebelum dijatuhkannya pidana terhadap anak ada upaya
alternatif yang wajib dilakukan oleh penegak hukum vyaitu diversi,
yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila prosianIEls'AeMatan diversi tercapai

makasanak.tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya,
dengan _demikian dapgdglim& erwetzgpafpelmﬁlyrv Proses
peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak
apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
kesepakatan diversi tidak dilaksanakan (Pasal 13).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ketentuan Pidana bagi
anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding
UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan

pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah

%2 |bid, him. 153
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secara tegas dalam Pasal 69 ayat(1l) disebutkan bahwa Anak
hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
ketentuan dalam UndangUndang ini. Disamping itu juga terdapat
pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 (2) yang
menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas)
tahun hanya dapat dikenai tindakan.>?

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan
tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi
hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan
“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada

waktu dilakukan perIqu IitaAaMrjadikemudian dapat

dijadikandasar, pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan
pidana_atau mengengaptmgpap(len@nfmim@tWangkan
segi keadilan dan kemanusiaan." >*
2. Ketentuan Sanksi Pidana bagi Anak dalam Undang-Undang
Narkotika
Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur
tentang stelsel sanksi bagi anak maka akan dilihat bagaimana
berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika
tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang

Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus

*% Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang: Setara Press, 2015, him.
18.
** Ibid.
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diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur.
Sehinggaberlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang
Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang
Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan
terhadap anak.

Sanksi pidana bagi anak dalam UndangUndang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini akan disajikan bagaimana
stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika dan sejauhmana
stelsel tersebut berlaku bagi pelaku anak. Apabila dicermati,
terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang

khusus diberlakukan I)Barla-k,AJMmereka yang belum

cukupUbmuE-RPenyalahgunaan narkotika dalam UndangUndang
Narkotika diatur dalanSag;IQSQaQ |me@a]tc;lkejﬂ-:@a\él\49 siapa
tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika
Golongan | bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun; b) menggunakan narkotika Golongan Il bagi
diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun; c) menggunakan narkotika Golongan IIl bagi diri sendiri,
dipidana dengan pidana penjara paling lama t (satu) tahun;
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UndangUndang
Narkotika tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dalam

konteks ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika
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yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang
ditujukan bagi diri sendiri. >

Dengan formulasi seperti tersebut di atas, persoalannya
adalah, bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang
belum cukup umur? Dengan merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-
Undang Narkotika jo Pasal 22Undang-Undang Pengadilan Anak
dapat dikemukakan, bahwa meskipun dalam Pasal 85 Undang-
Undang Narkotika pidana yang harusdijatuhkan hakim hanyalah
pidana penjara, namum apabila orang yang melakukan

pelanggaran tersebutl lBriIa-sirAanelum cukup umur,

maka.berlakulah ketentuan Pasal 22 UndangUndang Pengadilan
- School of Law
Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup
umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 UndangUndang Narkotika, maka pidana yang dapat
dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang
Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan
Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang

dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan

%5 |bid, him. 23-24.
*5 |bid.
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C.

ketentuan Pasal 85 UndangUndang Narkotikajo Pasal 22
UndangUndang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap
Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang
ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam
penerapan ketentuan tersebut berlaku asas lex specialis derogat
legi generalis.”’

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam
status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak
Saksi juga diatur dalam Undang-Undang SPPA. Khusus mengenai
sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur

Anak, yaitu bagi Anal @ ESAEM kurang dari 12 (dua

belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang
telah_mencapai umurSZC(Jal(Qe@)' ta@f salﬁp@ éévgan 18
(delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.>®
Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena
saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di
samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke
semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang

sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat

57 H
Ibid.
%8 Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty. 2004, him.

102
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laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-
anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah
berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan
ketergantungannya.*®

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua
lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang
awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik.

Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara
berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya,
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik

secara fisik maupun psillsglk-jaﬂ M;una narkotika dapat

memicu terjadinya berbaé;al tindak pidana. Dalam hukum pidana
r@tthQ akQ glall—sQJWrbuatan

melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak

Indonesia, tindak pidana

pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan
berbagai kecenderunganyang semakin meningkat baik secara
kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas,terutama di

kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.®

% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung:
2004, him 172

60 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung :
2005, him 3
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Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara
perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara
bersamasama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi
dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat
rahasia.

Kejahatan dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh
orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula
bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun
usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah
dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan

narkotika, karena jiwanyarB lf[ibﬁan perkembangan fisik

danspikise.Perbuatan memanfaatkan anak di _bawah umur untuk
melakukan_kegiatan narlakgﬂr@a@rl tir@afpi(ljan@y\éyg diatur
dalam Pasal 133 undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika yang menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu,
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,
memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan
tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,
Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,

Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan
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pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.®*
Ketentuan dari Pasal tersebut di atas, hanya dikenakan
terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja,
sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan
ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya.
Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan
undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah.

Apabila - terjadi |<B I_yaAMtkan anak dalam

penyalahgunaan.narkoba, maka anak tersebut merupakan anak yang
herhadapan _dengan hukﬁc@nﬂgt@trl hl@lfyalﬂg@p\!Munakan
adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak
hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur
ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah
hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang
bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang
narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah
umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus

terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa

® |bid., him. 5
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juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran
perbuatannya yang berbeda.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain
dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan
korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum
cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana
tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi
pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi
perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana

berupa penjara tersebutItB EkﬂlMembuat mereka jera

memakai narkotika.

Tanpa_proses deﬁsgkg QeQul pgi ri'ha@it\oé{ medis,
mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari
lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-
undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus
anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara
diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan

yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur.

%2 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam

Perspektif Konvensi Hak Anak, Op. Cit., him. 82
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Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak
pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem
peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau
cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi
bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih
besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan
anak.%®

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika,
permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana
anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada

terpidana penyalahgunaal Bclika ﬂMsai proses peradilan

pidana.

Kecenderungan man@QngJala@ﬁaaL—@wa yang
dilakukan™ anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya
penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang
hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan
hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarkat
dalam menanggulangi kejahatan.®*

Sebagai usaha  yang rasional dan masyarakat,
penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan

penyalahgunaan narkotika, harus bertolak dan diagnosa yang tepat.

* Ibid., him. 83
® Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung : 2002, him 38
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Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narktotika tidak
dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga
harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik ini pada
hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan
narkotika dapat dikualifikasi sebagai crime whithout victim. Dengan
demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku
itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya
apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang
bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai
korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen

berkitan = dengan up|B h}gAhM ditempuh  dalam
65

penanggulangannya.

Perlu_digaris bawaﬁ, Q)ﬂ@e@kLarQeﬁaJap@el\!M tindak
pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan
demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana
merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi
perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting
untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus
dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku ataukah

justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai

% Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Op. Cit., him. 74
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korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan
kepadanya juga akan tepat dan efektif.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan
terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan
menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya.
Pandangan tersebut berangkat daribeberapa alasan sebagai berikut:
Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana
pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada
penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan
hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya

bersifat korektif dan bersi'atB(ﬁ ﬂM yang demikian dapat

ditoleransi;manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana.
Padahal, anak yang melaﬁ«g; QQIQgLanarkLﬁ@IMM( hanya
sematamata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban.
Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan
narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan
perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga

menjadi prioritas.®®

% Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Op. Cit., him. 52
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